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PENETAPAN
Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Cerai

Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pegawai Honorer, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 llkom, pekerjaan lbu

Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan

persidangan;
DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 02 Nopember
2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan
register Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 02 Nopember 2016,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 17 Juni 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagaimana
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/066/V1/2011 tanggal 21 Juni
2011.
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Ir. H. Juanda 7, Kota
Samarinda selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman
bersama di Jalan Ir. H. Juanda 7, Kota Samarinda selama 2 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak
bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , lahir di Samarinda Tanggal
06 September 2011 dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon
dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Termohon memiliki sikap egois yang berlebihan yang tidak mau menerima
pendapat dan nasehat dari Pemohon, seperti Termohon sangat
mempercayai hal-hal ghaib dan pergi ke dukun untuk menanyakan apakah
Termohon diguna-guna orang lain atau tidak, Pemohon sudah sering
memberikan nasehat agar tidak perlu lagi mempercayai hal-hal yang
demikian, namun Termohon tetap tidak mau menghiraukan nasehat dari
Termohon dan masih tetap saja mengulangi dan pergi ketempat tersebut.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku
Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon
tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami
Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2013, yang akibatnya
Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan dan sejak
saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya
pasangan suami istri yang sah.

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi
Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,
damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon

mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di
depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan
Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak
berhasil;

Bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Trgugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, dengan Mediator seorang Hakim
Pengadilan Agama Samarinda bernama DrsTamudari, M.H., akan tetapi upaya
mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan tergugat, tetap tidak
berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan
jawaban, oleh karena Termohon hadir hanya pada persidangan tanggal 06
Desember 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas
nama Pemohon dan Termohon, Nomor 500/066/IV/2011, tanggal 21 Juni 2011,
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yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota

Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan orang saksi,
masing-masing bernama :

1. SAKSI |, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal
KOTA SAMARINDA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah
adik kandung saksi dan Termohon bernama TERMOHONistri Pemohon;

b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1
(satu) anak;

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis
sejak awal tahun 2013 yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon
dengan Termohon bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau
mendengar nasehat pemohon yang mengakibatkan sering terjadi
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juni tahun 2013, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama
dan sejak itu antara pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul
bersama lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak
bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI I, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat
tinggal KOTA SAMARINDA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai
berikut :

a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik
kandung Pemohon dan Termohon istri Pemohon bernama TERMOHON;

b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1

(satu) anak;
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c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis
sejak bulan Januari tahun 2013 yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon
dengan Termohon bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau
mendengar nasehat pemohon yang lebih mempercayai dukun yang
mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
pertengahan tahun 2013, Termohon meninggalkan tempat tinggal
bersama dan sejak itu antara pemohon dan Termohon tidak saling
menghiraukan lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak
bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan
tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan Termohon menyatakan pula
tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya,
selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya
cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari uraian  putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta
mendamaikan secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, agar
Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan
menganjurkan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama

Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya kehendak pasal 154 Rbg, jo.
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Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,
jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs.
Tamimudari, M.H., yang telah melaporkan bahwa mediasi gagal, maka

kehendak Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi juga telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir pada
persidangan tanggal 06 Desember dan setelah itu tidak lagi datang menghadap
ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu
halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan

perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon:

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah
rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran, yang dipicu Termohon yang bersifat egois dan tidak meu
mendengar nasehat Pemohon, menyebabkan sejak bulan Juni tahun 2013
Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah

kumpul lagi, oleh karena itu Pemohon berkehendak akan mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkkan oleh Pemohon
dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan
perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alsan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di

persidangan setelah mediasi, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak
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langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini
in casu perkara perceraian merupakan hukum acara perdata bersifat khusus,
maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya. Karena percerain adalah suatu jalan
yang halal namun dibenci Allah serta untuk menghindari kebohongan-
kebohongan dalam perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283
R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan

Pemohon untuk didengar keteranganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.1.

Menimbang, bahwa bukti P. 1. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan
materiil pembuktian berdasarkan pasal 285 Rbg, dan berdasarkan alat bukti
tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (legal standing), karena masih terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2011, dan belum pernah bercerai
di Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2
(dua) orang saksi yang bernama : SAKSI | dan SAKSI I dan keduanya telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada prinsipnya kedua saksi
Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah tidak harmonis, dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, karenanya Majelis
Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan
materiil pembuktian, sebagaimana Pasal 175 dan 308 serta 309 R.Bg,
karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan

Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis
dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Termohon memilki

sifat egos dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juni 2013 berlangsung selama 3 (tiga) tahun 6 bulan lebih sampai

sekarang;

- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohon

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan upaya
Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan
hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil, serta antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan lebih kurang 3
tahun 9 bulan tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman bersama karena
Termohon telah pergi, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga
keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit
disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan
bathin dan/atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sehingga
tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon,
sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya
justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga

tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan
gaidah ushul figh, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bahan

pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

&0 auldall adia Je Qils Adladl

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan *,
ool
Artinya : ”Kemudharatan itu harus dihilangkan *,
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Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar
keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang sekaligus
sebagai Saksi-saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pula Hadits
Rasulullah  SAW dan petunjuk kitab-kaitab fikih yang diambil alih sebagai
pendapat majeis hakim sebagai berikut :

= Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz Il halaman 145 :
lually 332l 5 a0 U

Artinya: “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan’.

= Kitab Ath Thalag minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

Al gan A8 are donsall sliarl g e 5 GAYI (S die DAl Y dslal) e ¢

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah
adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi
pertengkaran akhlag dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum
Allah”.

= Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 208 :
Aan e (o legd Aalall daladll alaef 5 din g o s sl pudly Jwo 48Y Llja S Wil
)
Artinya: “......... Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan
madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena

akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya,
tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

= Kitab lanatut Thalibin juz IV halaman 1:

2 0585l L) aall aany 51 Ll iy il e s OIS il (30U
Gl L ) ) sadl) (i ol Lo ddie
Artinya: “Talak sunnah, seperti jika suami tidak sanggup memenuhi hak-hak
isterinya, walaupun dengan tidak adanya kecenderungan kepada si
siteri, atau isteri tidak dapat menjaga diri, tidak takut berbuat dosa
atau berakhlak jelek’.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon
telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonon

Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan
Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul), maka
merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada
Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan
sidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap;

Menimbang, bahwauntuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-
Udang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan satu
rangkap salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan

Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan
ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;
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MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Samarinda;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017

Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Majelis

Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Drs. H. Hatpiadi,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, MH. dan Drs. H.

Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan

yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan

Baihagi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak

Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.
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Hakim Anggota,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Baihagi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :
- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 575.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 03 Januari 2017
Disalin sesuai aslinya
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